
BUPATI BARITO SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 

NOMOR ·:~ TAHUN 2018 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KETAHANAN PANGAN, 

PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO SE;LATAN, 

Menimbang bahwa untuk melaksanaka n ketentuan Pasal 41 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nc,mor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah dan Pa~al 20 ayat (3) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas clan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Jo Pasal 7 ayat (3} Peraturan Daerah Kabupaten 
Barito Selatan Nomor 3 Tah .. .m 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerat Kabupaten Barito Selatan, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fung~i Serta Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Ketahanann Pangan Pertanian dan Perikanan 
Kabupaten Barito Selatan; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor ':n Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tin?;kat II di Kalimantan ( Lembaran 
Negara Republik Indones:a Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 7"2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nom01· 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 
4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Ns gara Republik Indonesia Nomor 
5073); 

3 . Undang-Undang Nomor ~~ 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 
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4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan F"ertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5068); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5360); 

6. Peraturan Pemerintah Komar 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1J 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia NomOJ· 5887); 

7 . Peraturan Menteri Kelaut,m dan Perikanan Nomor 26 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nnmenklatur Perangkat Daerah clan 
Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan 
Dibidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 1327); 

8. Peraturan Menteri Pertanism Nomor 43 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Nomenklatur Tugas dan Furtgsi Dinas Urusan 
Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksaua Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451) ; 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabu)aten Barito Selatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 
Nomor 2) ; 

11. Peraturan Bupati barito Selatan Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan 
Perikanan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 35). 

MEMUTUSKAN : 

M enetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN :?UNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKN1S DINAS KETAHANAN PANGAN, 
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELATAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan. 

2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan. 

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 
Perikanan Kabupaten Barito Selatan. 

4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada 
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito 
Selatan. 

5. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, 
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan. 

6. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat/wadah transaksi 
Pelelangan/penjualan ikan antara Petani lkan dengan Pengumpul yang 
dikelola oleh Dinas Ketahanan Pa~,gan, Pertanian dan Perikanan 
Kabupaten Barito Selatan. 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah ASN pada Dinas 
Ketaha.nan Pangan, Pertanian de.n Perikanan Kabupaten Barito Selatan. 

8. Koordinator Lapangan adalah Pegawai ASN di lingkungan Dinas Ketahanan 
Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan. 

9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil Negara yang 
bertanggung jawab melaksanakan k,.:!giatan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pemban,sUnan. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang 
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas. 

BAB II 

PEMBENTUJ<A.N 

Pasal2 

(1) Denga.n Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada 
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito 
Selatan. 

(2) UPT Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. UPI' Balai Pen_yuluh Pertanian Kecamatan Dusun Selatan kelas A; 

b . UPT Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dusun Utara kelas A; 

c. UPT Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dusun Hilir kelas A; 

d. UPT Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Karau Kuala kelas A; 
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e. UPT Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jenamas kelas A; 

f. UPT Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gunung Bintang Awai 
kelas A; 

g. UPT Balai 
kelas A; 

Benih Perkebunan Dangka Kecamatan Dusun Selatan 

h. UPI' Balai Benih Padi dan Palawija Penda Asam Kecamatan Dusun 
Selatan kelas A; 

1. UPT Balai Benih Hortikultura Mangaris Kecamatan Dusun Selatan 
kelas A; 

j. UPT Balai Benih Ikan Palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang Awai 
keias A; 

k. UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak 
Sababilah Kecamatan Dusun Selatan kelas A; 

l. UPT Rumah Potong Hewan Kecamatan Dusun Selatan kelas A; 

m. UPT Pusat Kesehatan Hewan Prum .. ngka Kecamatan Dusun Selatan 
kelas A; dan 

n. UPT Pusat Kesehatan Hewan Ran tau Kujang Kecamatan Jenamas 
kelas A. 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS POI{OK DAN FUNGSI 

Bagian Kesa tu 

Kedudukan 

Pasal 3 

(1) UPT Balai Penyuluh Pertanian merupakan Unit Pelaksana Teknis 
Operasional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten 
Barito Selatan. 

(2) UPT Balai Penyuluh Pertanian dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 
dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan . 

Pasal 4 

(1) UPT Balai Benih Perkebunan mempakan Unit Pelaksana Teknis 
Operasional Dinas Ketahanan Pangan, P,~rtanian dan Perikanan Kabupaten 
Barito Selatan. 

(2) UPT Balai Benih Perkebunan dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 
dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan. 

Pasal 5 

(1) UPT Benih Padi dan Palawija me, upakan Unit Pelaksana Teknis 
Operasional Dinas Ketahanan Pangan, I'ertanian dan Perikanan Kabupaten 
Barito Selatan. 

(2) UPT Benih Padi dan Palawija dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepacfa Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 
dan Perikanan Kabupaten Barito Sela tan. 
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Pasal 6 

(1) UPT Balai Benih Hortikultura merupakan Unit Pelaksana Teknis 
Opeta.sional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian clan Perikanan Kabupaten 
Barito Selatan. 

(2) UPT Balai Benih Hortikultura dipimpin oleh Kepala UPT berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 
dan Perikanan Kabupaten Barito Selatart. 

Pasal 7 

(1) UPT Balai Benih Ikan merupakan Unit P.claksana Teknis Operasional Dinas 
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan. 

(2) UPT Balai Benih Ikan dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dina:; Ketahanan Pangan, Pertanian dan 
Perikanan Kabupaten Barito Selatan. 

Pasal 8 

(I) UPT Pengembangan Bibit Temak dan Hijauan Makanan Ternak merupakan 
Unit Pelaksana Teknis Operasional Din as Ketahanan Pangan, Pertanian 
dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan. 

(2) UPT Pengembangan Bibit Temak dan Hijauan Makanan Temak dipimpin 
oleh Kepala UPT berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito 
Selatan. 

Pasal9 

(1) UPT Rumah Potong Hewan merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional 
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peri.kanan Kabupaten Barito 
Selatan. 

(2) UPT Rumah Potong Hewan dipimpin oleli Kepala UPT berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan 
Perikanan Kabupaten Barito Selatan. 

Pasal 10 

(lj UPT Pusat Kesehatan Hewan merupakan Unit Pelaksana Teknis 
Operasional Dinas Ketahanan Pangan, A ~rtanian dan Perikanan Kabupaten 
Barito Selatan. 

(2) UPT Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 
dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan. 
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Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 11 

(1) UPT Balai Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) UfYI' Balai Penyuluh Pertanian dalam mdaksanakan tugas kegiatan teknis 
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggaral:an fungsi: 

a. penyelenggaraan penyuluhan; 

b. penyelenggaraan hubungan kerjasarna dengan masyarakat/ kelompok 
tani; 

c. penyaluran bibit dan contoh bibit; 

d. pelaksanaan administrasi pada masing-masing Balai Penyuluh 
Pertanian; dan 

e. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik. 

Pasal 12 

( 1) UPT Balai Benih Perkebunan mempur.yai tugas melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) UPT Balai Benih Perkebunan dalam m~Iaksanakan tugas kegiatan teknis 
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a . penyelenggaraan penyuluhan; 

b . penyelenggaraan hubungan kerjasarna dengan masyarakat/kelompok 
tani kebun; 

c. penyediaan, penyaluran benih/bibit dan contoh benih/bibit; 

d . pelaksanaan administrasi pada Balai Benih Perkebunan; dan 

e. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik. 

Pasal 13 

(1) UPT Balai Benih Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) UPI' Balai Benih Padi dan Palawija dalam melaksanakan tugas kegiatan 
teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a . penyelenggaraan penyuiuhan; 

b . penyelenggaraan hubungan kerjasarna dengan masyarakat/kelompok 
tani; 

c. penyediaan, penyaluran benih dan ccntoh benih; 
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d. pelaksanaan administrasi pada Balai 3enih Padi dan Palawija; dan 

e. penyusunan dan penyampaian Iaporail1 secara periodik. 

Pasal 14 

(1) UPT Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
teknis operasionaI dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) UPT Balai Benih Hortikurtura dalam melaksanakan tugas kegiatan teknis 
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan penyuluhan; 

b . penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan masyarakat/kelompok 
tani; 

c. penyediaan, penyaluran benih dan contoh benih; 

d. pelaksanaan administrasi pada Balai Benih Hortikultura; dan 

e. pen.rusunan dan penyampaian lapo.ra.n secara periodik. 

Pasal 15 

( 1) UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis 
operasicmal dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) UPT Balai Benih Ikan dalam melaksanakan tugas kegiatan teknis 
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana 
d imaksud pada ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan penyuluhan; 

b. penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan masyarakat/ petani ikan; 

c. penyediaan, penyaluran benih/bibit clan contoh benih/bibit; 

d . pelaksanaan administrasi pada Balai Benih Ikan; dan 

e. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik. 

Pasal 16 

(1) UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hi_iauan Makanan Ternak mempunyai 
tugas melaksanakan kegiatan teknis op:erasional dan/ atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu. 

(2) UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak dalam 
melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan pelayanan pendidika n nonformal; 

b . penyelenggaraan hubungan kerjasarr.a dengan orang tua peserta didik 
dan masyarakat; 

c. penyediaan, penyaluran benih/bibit dan contoh benih/bibit; dan 

d. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik. 

l 
t 
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Pasal 17 

( 1) UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/ atau kegiatan telmis penunjang tertentu. 

(2) UPT Rumah Potong Hewan dalam me1aksanakan tugas kegiatan teknis 
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang fertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan penyuluhan; 

b. penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan masyarakat/petemak; 

c. penyediaan hewan potong; 

d. pelaksanaan administrasi pada Rumah Potong Hewan; dan 

e. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik. 

Pasal 18 

( 1) UPI' Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/ atau kegiatan tel-mis penunjang tertentu. 

(2) UPT Pusat Kesehatan Hewan dalam m~laksanakan tugas kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan penyuluhan; 

b. penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan orang masyarakat dan 
peternak; 

c. pelayanan pemeriksaan kesehatan he·wan; 

d . pelaksanaan administrasi pada Pusat Kesehatan Hewan; dan 

e. penyusunan dan penya.tnpaian Iaponm secara periodik. 

BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 19 

(11 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, 
Pertanian dan Perikanan sebagaimana Pa sal 2 ayat (2) terdiri dari : 

a . Kepala UPT; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 

c . Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pel2J{.sana Teknis Dinas Ketahanan 
Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercarttum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BAB V 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN 
PADA UPT 

Bagian Kes2tu 

UPT Balai Penyuluh Pertanian 

Pasal 20 

( 1) Kepala UPT Balai Penyuluh Pertaniai.n mempunyai t.ugas melakukan 
perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan bimbingan, pelayanan dan 
pelatihan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas 
dapat berdayaguna clan berhasil guna. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) , 
Kepala UPT Balai Penyuluh Pert.anian m:=nyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun program penyuluhan, bimbingan dan latihan; 

b. menyiapkan pengembangan model a~:au sebagian pengembangan model 
program bimbingan dan pelatihan; 

c. melaksanakan penyuluhan, bimbingB.n clan latihan; 

d. melaksanakan program kegiatan penyuluhan, bimbingan dan latihan 
dalam rangka pengembangart mod~l atau sebagian pengernbangan 
model dan pembuatan percontohan; 

e. melaksanakan penilaian dan pem binaan administrasi umum dan 
kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana dan prasarana dalam 
rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program; 

f. mengendalikan, membagi tugas dan rnengoordinasikan pelaksanaan 
Unit Pelak:sana Teknis Balai Penyuluh Pertanian; 

g. melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh 
Pertanian secara berkala; dan 

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan 
sesuai Peraturan PerUndang-Undangan. 

Pasal 21 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, 
penyuluhan, bimbingan dan latihan, kt:pegawaian, keuangan, sarana dan 
prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan sesuai 
dengan pedoman yang berlaku. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun dan melaksanakan ren.cana dan kegiatan penyuluhan, 
bimbingan dan latihan; 

b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan clan 
peralatan, pemeliharaan dan keamanan Unit Pelaksana Teknis Balai 
Penyuluhan Pertanian; 

II 
"fl 



c. melaksanakan administrasi kepegawaian; 

d. melaksanakan koordinasi penyusum,_n laporan kegiatan Unit Pelaksana 
Teknis Balai Penyuluhan Pertanian; 

e. melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan 
Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluban Pertanian; 

f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan 

g. melasanakan tugas lain yang diberLcan oleh atasan/ pimpinan sesuai 
dengan Peraturan PerUndang-Undangan. 

Bagian Kedu a 

OPT Balai Benih Pt,rkebunan 

Pasal 22 

(1) Kepala UPT Balai Benih Perkebunan mempunyai tugas melakukan 
perencanaan , pengoordinasian, pembinaan dan bimbingan, pelayanan dan 
pelatihan sesuai Peraturan PerUndang- Undangan agar pelaksanaan tugas 
dapat berdayaguna dan berhasil guna. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPT Balai Benih Perkebunan menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun program penyuluhan, bimbingan dan latihan; 

b. menyiapkan pengembangan model Mau sebagian pengembangan model 
program bimbingan dan pe1atihan; 

c. melaksanakan penyuluhan, bimbinga.n clan latiha.n; 

d. melaksanakan program kegiatan penyuluhan, bimbingan dan latihan 
dalam rangka pengembangan mods! atau sebagian pengembangan 
model dan pembuatan percontohan; 

e. me!aksanaka.n peniiaia.n dan pembinaan administrasi umum dan 
kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana dan prasarana dalam 
rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program; 

f. mengendalikan, membagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan 
Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Perr·kebunan; 

g. melaporkan pelaksanaan tugas Un ~t Pelaksana Teknis Ba1ai Benih 
Perkebunan secara berkala; 

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan 
sesuai Peraturan PerUndang-Undangan. 

Pasal 23 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tuga s melakukan urusan administrasi, 
kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, 
persuratan dan pengarsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku. 

(2) Sub Bagian Ta ta Usaha sebagaima na dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi : 
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a . menyusun dan melaksanakan rencana dan kegiatan UPT Balai Benih 
Perkebunan; 

b . melaksanakan urusan keuangan, rumah t.angga, perlengkapan dan 
peralatan, pemeliharaan dan keamannn UPT Balai Benih Perkebunan; 

c. melaksanakan administrasi kepegawaian; 

d. melaksanakan koordinasi penyusu:1an !aporan kegiatan UPT Balai 
Benih Perkebunan; 

e . melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan 
UPT Balai Benih Perkebunan; 

f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai 
dengan Peraturan PerUndang-Undangan. 

Bagian Ketiga 

UPT Balai Benih Padi Dan Palawija 

Pasal 2<9 

( 1) Kepala UPT Balai Benih Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan 
perencanaan, pengoordinasian, pembtnaan dan bimbingan, pelayanan dan 
pelatihan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tu.gas 
dapat berdayaguna dan berhasil guna. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPT Balai Benih Padi dan Palawija menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun program penyuluhan, biml>ingan dan latihan; 

b . menyiapkan pengembangan model a tau sebagian pengembangan model 
program bimbingan dan pelatihan; 

c. melaksanakan penyuluhan, bimbingPn dan latihan; 

d . melaksanakan program kegiatan penyuluhan, bimbingan dan latihan 
dalam rangka pengembangan modd atau sebagian pengembangan 
model dan pembuatan percontohan; 

e. melaksanakan penilaian dan pem binaan administrasi umum dan 
kepegawaian, pefl.atausahaan keuangan, sarana dan prasarana dalam 
rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program; 

f. mengendalikan, membagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan 
Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pad i dan Pala\.'.rija; 

g. melaporkan pelaksanaan tu.gas Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Balai 
Benih Padi dan Palawija secara berkala; 

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan 
sesuai Peraturan PerUndang-Undangrn1. 

I 
i 
I 
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Pasal 25 

(l} Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, 
kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, 
persuratan dan pengarsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
menyelenggarakan fungsi : 

a . menyusun dan melaksanakan renci:.na dan kegiatan UPT Balai Benih 
Pa.di dan Palawija; 

b . melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan 
peralatan, pemeliharaan dan keamanan UPT Balai Benih Padi dan 
Palawija; 

c. melaksanakan administrasi kepegawaian ; 

d . melaksanakan koordinasi penyusu:.1an laporan kegiatan UPT Balai 
Benih Pa.di dan Palawija; 

e . melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan 
UPT Balai Benih Pa.di dan Palawija; 

f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan 

g. rhelaksanakan tugas lain yang diben kan oleh atasan/ pimpinan sesuai 
dengan Peraturan PerUndang-Undangan. 

Bagian Kelirna 

UPT Balai Benih H,,rtikultura 

Pasal 26 

(l) Kepala UPT Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan 
perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan bimbingan, pelayanan dan 
pelatihan sesuai Peraturan PerUndang--Undangan agar pelaksanaan tugas 
dapat berdayaguna dan berhasil guna. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPT Balai Benih Hortikultura menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun program penyuluhan, bimbingan dan latihan; 

b. menyiapkan pengembangan modei atau sebagian pengembangan model 
program bimbingan dan pelatihan; 

c . melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan latihan; 

d . melaksanakan program kegiatan penyuluhan, bimbingan dan latihan 
dalam rangka pengembangan model atau sebagian pengembangan 
model dan pembuatan percontohan; 

e. melaksanakan penilaian clan pembinaan administrasi umum dan 
kepegawaian, peftatausahaan keuangan, sarana dan prasarana dalam 
rangka pengendalian mutu dan damp:lk pelaksanaan program; 

f. mengendalikan, membagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan 
Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura; 
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g. melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Balai 
Benih Padi dan Palawija secara berkala; 

h . melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan 
sesuai Peraturan PerUndang-Undangan. 

Pasal 27 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, 
kepegawaian, keuangan, &ara.na dan prasarana, hubungan masyarakat, 
persuratan dan pengarsipan sesuai deng:1.n pedoman yang berlaku. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun clan melaksanakan renc2.na dan kegiatan UPT Balai Benih 
Hortilrultura; 

b. melal<Sanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan 
peralatan, pemeliharaan dan keamanan UPI' Balai Benih Hortikultura; 

c. melaksanakan administrasi kepegawaian; 

d . melaksanakan koordinasi penyusu,an laporan kegiatan UPT Balai 
Benih Hortikultura; 

e. melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan 
UPI' Balai Benih Hortikultura; 

f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai 
dengan Peraturan PerUndang-Undangan. 

Bagian Keenam 

UPT Balai Benih lkan 

Pasal 28 

(1) Kepala UPT Balai Benih Ilran mempunyai tugas melaksanakan 
perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan bimbingan, pelayanan dan 
pelatihan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tuga s 
dapat berdayaguna dan berhasil guna. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiman a yang dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPT Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun program penyuluhan, bimbingan dan latihan; 

b . menyiapkan pengembangan model a t.au sebagian pengembangan model 
program bimbingan dan pelatihan; 

c. m elaksanakan penyuluhan, bimbingan dan latihan; 

d. melaksanakan program kegiatan penyuluhan, bimbingan dan latihan 
dalam rangka pengembangan model atau sebagian pengembangan 
model dan pembuatan percontohan; 
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e. melaksanakan penilaian dan pembinaan administrasi umum dan 
kepegawaian, penatausahaan keuangan, sarana dan prasarana dalam 
rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program; 

f. mengendalikan, membagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan 
Unit Pelaksana Teknis Balai Benih lkEn; 

g. melaporkan pelaksanaan tugas Unit =>eJaksana Teknis Balai Benih Ikan 
secara berkala; dan 

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan 
sesuai Peraturan PerUndang-Urtdanga n . 

Pasal 29 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, 
kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, 
persuratan dan pengarsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi ; 

a . menyusun dan melaksanakan renccna dan kegiatan UPT Balai Benih 
Ikan; 

b . melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan 
peralatan, pemeliharaan dan keamanan UPT Balai Benih Ikan; 

c . melaksanakan administrasi kepegawaian; 

d . melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kegiatan UPT Balai 
Benih lkan; 

e. melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan 
UPT Balai Benih Ikan; 

f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai 
dengan Peraturan PerUndang-Undang:an. 

Bagian Ketvjuh 

UPT Pengembangan Bibit Ternak Dnn Hijauan Makanan Ternak 

Pasal 30 

(1) Kepala UPT Pengembangan Bibit Temak dan Hijauan Makanan Ternak 
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoordinas ian, 
pembinaan dan bimbingan, pelayanan dan pelatihan sesuai Peraturan 
PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan 
berhasil guna. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak 
menyelenggarakan fungsi : 
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a. menyusun program penyuluhan, bimbingan dan latihan; 

b. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model 
program bimbingan dan pelatihan; 

c. rnelaksanakan penyuluhan, bimbingan clan iatihan; 

d. melaksanakan program kegiatan pe:1yuluhan, bimbingan dan latihan 
dalam rangka pengembangan mo(eI atau sebagian pengembangan 
model dan pembuatan percontohan; 

e. melaksanakan penilaian dan pembinaan administrasi umum dan 
kepegawaian, peiiatausahaan keuangan, sarana dan prasarana dalam 
rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program; 

f. mengendalikan, membagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan 
Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan 
Makanan Ternak; 

g. melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Pengembangan 
Bibit Temak dan Hijauan Makanan Temak secara berkala; dan 

h . melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan 
sesuai Peraturan PerUndang-Undangan. 

PasaJ 31 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, 
kepegawaian, keuangan, sarana dan i:;rasarana, hubungan masyarakat, 
persuratan dan pengarsipan sesuai dengan pedoman yang berlaku. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun clan melaksanakan rencana dan kegiatan UPT 
Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak; 

b . melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan 
peralatan, pemeliharaan dan kear:nanan UPT Pengembangan Bibit 
Ternak dan Hijauan Makanan Tern~ ; 

c. melaksanakan administrasi kepegawaian; 

d . melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kegiatan UPT 
Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak; 

e. melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan 
UPT Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Maka.nan Ternak; 

f . membuat laporan pelaksanaan tugas ian fungsi; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai 
dengan Peraturan PerUndang-Undan,~an. 

(j 

t 
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Bagian Kedelapan 

UPT Rumah Poto::ig Hewan 

Pasal 3'.::: 

( 1) Kepala UPT Rumah Po tong Hewan :::nempunyai tugas melaksanakan 
perenca.naa.n, pembfriaan dan bimbinga.n, pelayanan dan pelatihan sesuai 
Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat 
berdayaguna dan berhasil guna. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPT Rumah Potong Hewan menydenggarakan fungsi : 

a. menyusun program penyuluhan, bimlJingan dan latihan; 

b. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan latihan; 
c . melaksanakan penilaian dan pembinaan administrasi umum dan 

kepegawaian, peflatausahaan keuangan, sarana dan prasarana dalam 
rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program; 

d. mengendalikan, membagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan 
Unit Pelaksana Teknis Rumah Paton~; Hewan; 

e. melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong 
Hewan secara berkala; dan 

f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan 
sesuai Peraturan PerUndang-Undangan. 

Pasal 33 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugf .s melakukan urusan administrasi, 
kepegawaian, keuangan, sarana dan rrasarana, hubungan masyarakat , 
persuratan dan pengarsipan sesuai deng ,m pedoman yang berlaku. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun dan melaksanakan rencana dan kegiatan UPT Rumah Potong 
Hewan; 

b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan 
peraiatan, pemeliharaan dan keamanan UPT Rumah Potong Hewan; 

c. melaksanakan administrasi kepegawaian; 

d. melaksanakan koordinasi penyusun:m laporan kegiatan UPT Rumah 
Potong Hewan; 

e. melaksanakan penatausahaan admirristrasi untuk mendukung kegiatan 
UPT Rumah Potong Hewan; 

f. membuat laporan pelaksanaan tugas ::ian fungsi; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai 
dengan Peraturari PerUndang-Undangan . 
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Bagian Kesem :)ilan 

UPT Pusat Keseha1tan Hewan 

Pasal 34 

(1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas rnelaksanakan 
perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan bimbingan, pelayanan dan 
pelatihan sesuai Peraturan PerUndang--Undangan agar pelaksanaan tugas 
dapat berdayaguna dan berhasil guna. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi : 

a . menyusun program penyuluhan, bimbingan dan latihan; 

b. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model 
program bimbingan dan pelatihan; 

c . melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan latihan; 

d . melaksanakan program kegiatan penyuluhan, bimbingan dan latihan 
dalam rangka pengembangan mod.el atau sebagian pengembangan 
model dan pembuatan percontohan; 

e . melaksanakan penilaian dan pemb inaan administrasi umum dan 
kepegawaian, peflatausahaan keuangan, sarana dru1 prasarana dalam 
rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program; 

f. mengendalikan, rnembagi tugas dan mengoordinasikan pelaksanaan 
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan; 

g. melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 
Hewan secara berkala; dan 

h . melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan 
sesuai Peraturan PerUndang-Undangan. 

Pasal 35 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugc .. s melakukan urusan administrasi, 
kepegawaian, keuangan, sarana dan i:,rasarana, hubungan masyarakat, 
persuratan dan pengarsipan sesuai dengm pedoman yang berlaku. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun dan melaksanakan rencana dan kegiatan UPT Pusat 
Kesehatan Hewan; 

b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan 
peralatan, pemeliharaan dan keamanan UPT Pusat Kesehatan Hewan; 

c . melaksanakan administrasi kepegawaian; 

d. melaksanakan koordinasi penyusur:;an laporan kegiatan UPT Pusat 
Kesehatan Hewan; 

e. melaksanakan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan 
UPT Pusat Kesehatan Hewan; 

f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai 
dengan Peraturan PerUndang-Undangan. 
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Bagian Kesepu luh 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 36 

(J) Pejabat Fungsional berkedudukan di ba.vah dan bertanggungjawab secara 
langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, 
atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan 
tugas Jabatan Fungsional. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempur,yai tugas memberikan palayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlfan dan keterampilan tertentu. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan menyelenggarakan 
fungsi sesuai PerUndang-Undangan. 

BAB VI 

TATAKER..TA 

Pasal 37 

ll) Kepala UPi Balai Penyuluhan Pertanian, Kepala UPT Balai Benih 
Perkebunan, Kepala UPT Balai Benih Padi dan Palawija, Kepala UPT Balai 
Benih Hortikultura, Kepala UPT Rllai Benih Ikan, Kepala DPT 
Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, Kepala UPT 
Rumah Potong Hewan dan Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan 
berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Pejabat 

Struktural, dan Pejabat Fungsional pada unit kerja masing-masing. 

(2) Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Kepala UPT Balai Benih 
Perkebunan, Kepala UPT Balai Benih Padi dan Palawija, Kepala UPT Balai 
Benih Hortikultura, Kepala UPT Ealai Benih Ikan, Kepala UPT 
Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Temak, Kepala UPT 
Rumah Potong Hewan dan Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan 
berkewajiban melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
simplifikasi pada unit kerja masing-masing. 

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang 
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
atasannya. 

(4) Kepala Sub Bagia.n Tata Usaha berkewaj1ban melaksanakan prinsip-prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

(5) Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Kepala UPT Balai Benih 
Perkebunan, Kepala UPT Balai Benih Padi dan Palawija, Kepala UPT Balai 
Benih Hortikultura, Kepala UPT B,3.lai Benih Ikan, Kepala UPT 
Pengembangan Bibit Temak dan Hijauan Makanan Temak, Kepala UPT 
Rumah Potong Hewan, Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Kepala 
Urusan Tata Usaha bertanggung ja~3b memberikan bimbingan atau 
pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan 
tugas menurut jenjang jabatan masing-masing. 
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BAB VII 

JABATAJl 

Pasal 38 

(1) Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Kepala UPT Balai Benih 
Perkebunan, Kepala UPT Balai Benih Psdi clan Palawija, Kepala UPT Balai 
Benih Hortikultura, Kepala UPT Balai Benih Ikan, Kepala UPT 
Pengembangan Bibit Ternak dan Hijat .. an Makanan Ternak, Kepala UPT 
Rumah Potong Hewan dan Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan adalah 
Jabatan Struktural Eselon N.a atau Jabatan Pengawas. 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT E'alai Penyuluhan Pertanian, UPT 
Balai Benih Perkebunan, UPT Balai Benih Padi dan Palawija, UPT Balai 
Benih Hortikultura, UPT Balai Benih Ikan, UPT Pengembangan Bibit Ternak 
dan Hijauan Makanan Ternak, UPT Rumah Potong Hewan dan UPT Pusat 
Kesehatan Hewan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan 
Pengawas. 

BAB \tlII 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pasal 39 

( 1) Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Kepala UPT Balai Benih 
Perkebunan, Kepala UPT Balai Benih P2di dan Palawija, Kepala UPT Balai 
Benih Hortikultura, Kepala UPT Balai Benih Ikan, Kepala UPT 
Pengembangan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, Kepala UPT 
Rumah Potong Hewan, Kepala UPT Pt: sat Kesehatan Hewan dan Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan 
PerUndang-Undangan yang berlaku. 

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat {l), wajib mengikuti standar 
kompetensi teknis bidang sesuai dengan Peraturan Menteri dibidang 
masing-masing. 

BAB IX 

PENDANAAN 

Pasal 40 

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan UPT Balai Penyuluhan Pertanian, 
UPT Balai Benih Perkebunan, UPT Balai Benih Padi dan Palawija, UPT Balai 
Benih Hortikultura, UPT Balai Benih Ikaa, UPT Pengembangan Bibit dan 
Hijauan Makanan Ternak, UPT Rumah Pot::mg Hewan, UPT Pusat Kesehatan 
Hewan dan Pangkalan Pendaratan Ikan dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 
Kabupaten Barito Selatan dan dapat diberikan bantuan lain yang sah dan 
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan. 

f 
i 

¼ 
fi 
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BABX 

KETENTUAN PEI~IHAN 

Pasal 41 

(1) Peraturan Bupati ini diberlakukan palin;; lambat 6 (enam) bulan setelah di 
undangkan. 

(2) Pada saat berlakunya Peraturan BupF..ti ini seluruh jabatan yang ada 
beserta Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, 
Pertanian dan Perikanan Ka bu paten E arito Selatan tetap melaksanakan 
tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Ketentuan 
Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. 

BAB XI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal42 

(1) Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan tempat Pelelangan/penjualan ikan 
yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 
Kabupaten Barito Selatan. 

(2) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaira.ana dimaksucl dalam ayat (1), 
menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan. 

(3) Tugas clan fungsi Pangkalan Penclaratan Ikan akan diatur kemudian 
melalui Keputusan Kepala Dinas K,~tahanan Pangan Pertanian dan 
Perikanan Kabupaten Barito Selatan; dan 

(4) Dalam melaksanakan Pangkalan Pendaratan lkan, Kepala Dinas Ketahanan 
Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan menunjuk 
pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Koordinator Lapangan atas 
persetujuan Bupati Barito Selatan. 

Pasal 43 

(1) Koordinator Lapangan Pangkalan Pendaratan Ikan berkedudukan di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Koordinator Pangkalan Pendaratan Ikan dipimpin oleh seorang Koorclinator 
Lapangan yang berasal clari Pegawai Aparatur Sipil Negara Dinas 
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan. 

(3) Jabatan Koordinator Lapangan Pangk&lan Pendaratan lkan minimal S.1 
atau Golongan III/ a. 

(4) Jabatan Koordinator Lapangan Pangka!E:.n Pendaratan Ikan bukan jabatan 
struktural. 

(5) Togas dan fungsi Koordinator Lapangan Pangkalan Pendaratan lkan akan 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, 
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bar:ito Selatan. 

Pasal 44 

Jabatan Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Kepala UPT Balai Benih 
Perkebunan, Kepala UPT Balai Benih Pac' i clan Palawija, Kepala UPT Balai 
Benih Hortikultura, Kepala UPT Balai Benih Ikan, Kepala UPT Pengembangan 
Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, Kepala UPT Rumah Potong Hewan, 
Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan clan Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak 
boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT dan Kepala Sub Bagi.an Tata Usaha 
berhalangan dalam menjalankan tugasnyc.., Bupati dapat menunjuk Pejabat 
atau pelaksana sebagai Plt. 
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BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa115 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 

8 . Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor t6 Tahun 201 3 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dirtas Perikanan 
Kabupaten Barito Selatan (Berita Daera.h Kabupaten Barito Selatan Tahun 
2013 Nomor 16); 

b. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekni~; Badan pada Badan Ketahanan 
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan :habupaten Darito Selatan {Berita 
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahur: 2013 Nomor 18); 

c. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 
2013 Nomor 22) ; da n 

d . Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan 
Perkdmnan Kab·,1paten Barito Selatan {Berita Daerah Kabupaten Barito 
Selatan Tahun 2013 Nomor 24) . 

dicabut da...-1 dinyatakan tida.k berlaku. 

Pasal 46 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetalminya, memerintahkf'_n. pengundangan P~raturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito 
Selatan 

Diundangkan di B¢.ntok 
Pad:.--=;;;;.: // .,:Ti 2018 

-tr 

SDAERAH 
TO SELATAN, 

,.~~ 
wi 

& -::-...:ED~:RI TO 
~tls?..::>c'·,,. 

Ditetapkan di Buntok 
. al -·--. ' • . ...... __ _ 20 18 

AMSURI 
' ~~::-~::~y 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 1:2 

... ~.-".~ '"": i 

\y 
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LAMPIRAN 
PEPv•\TURAN Bl'PATI BARITO SEL.ATf\N 
NOMOR ~::-. TAHUN 2018 
TENTANG 
I·~DlJDUKiU·! SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS DAN 
FUNGSI SER.TA TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DINAS KETAHANAN PANGAN PERTAN1AN 
DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO SELA'!'AN 

RAGAfJ STR.UKTUR. C•RG.A.N!SASI 

KEPALA 

j 
I 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

\ 

SUB HAGIAN TATA USAHA 


